
 

 
 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 
NOMOR  153   TAHUN 2023 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN LITAPDIMAS (PENDUKUNG MUTU 

PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) 
TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, 
 

Menimbang  :  a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian, publikasi 

ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di 

lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, 

dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan 

Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi 

Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 

Anggaran 2023; 

b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program 

bantuan Litapdimas (pendukung mutu penelitian, 

publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat), 

perlu dibuat Petunjuk Teknis Program Bantuan 

Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi 

Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 

Anggaran 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang 

Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas 

(Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan 

Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang  Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 



 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6827); 

5. Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang 

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5007); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang 

Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); 

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada 

Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana  

diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama 

Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi 

Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 78); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1745); 

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang 



 

Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 

67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada 

Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1131); 

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan 

Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan 

Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607)  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian 

dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian 

Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

396); 

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal 

Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 428); 

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759); 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

47); 

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian 

Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara 

pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung 



 

jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495); 

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

494); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN 

LITAPDIMAS (PENDUKUNG MUTU PENELITIAN, PUBLIKASI 

ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) TAHUN 

ANGGARAN 2023. 

KESATU :  Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas 

(Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan 

Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan 

program bantuan Litapdimas (pendukung mutu penelitian, 

publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat) yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi 

Keagamaan Islam (Diktis) dan Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam Negeri (PTKIN) Tahun Anggaran 2023. 

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2023. 

 

Ditetapkan di  Jakarta 

pada tanggal  09 Januari 2023 
   

DIREKTUR JENDERAL 
PENDIDIKAN ISLAM, 
 

TTD 

 
MUHAMMAD ALI RAMDHANI 

  


